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Bagaimana kelanjutan dari holding perusahaan BUMN properti saat ini? Sampai saat ini, harus dikatakan sebagai berikut: belum terlalu gamblang. Bahkan, sejumlah media massa telah mewartakan bahwa holding tersebut pada akhirnya dianulir oleh Kementerian BUMN RI---seperti halnya holding BUMN bidang lain.

Pada prinsipnya, untuk penulis analisis singkat ini, penganuliran pembentukan holding BUMN properti tersebut membuat peta perjalanan BUMN itu menjadi sulit diterka. Dengan penganuliran tersebut, apakah kemudian BUMN properti beserta anak perusahaannya menjadi berjalan parsial tersendiri-sendiri, tanpa adanya satu langkah yang terintegrasi dalam satu grup?
Ketika kita menyinggung peliknya persoalan pengurangan angka defisit pemilikan rumah (backlog perumahan) yang masih di atas 5 juta unit, tanda tanya tersebut semakin mengemuka. Musabab hal itu, karena ‘bobot muatan’ terbesar di defisit tersebut, adalah kepala keluarga (KK) dari kelompok MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). 

Apakah pemerintah Indonesia akan terus menyerahkan pemenuhan pasokan rumah subsidi kepada pengembang swasta?  Tidakkah seyogianya urusan public housing menjadi ranah kekuasaan pengembang yang sahamnya dikuasai negara? 
Maka, ketika rencana adanya holding BUMN perumahan itu dibatalkan, adalah sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk mencari format lain bagi BUMN properti dalam perannya memasok lebih banyak rumah subsidi bagi kelompok MBR.
Menurut hemat penulis analisis singkat ini, ada beberapa hal yang bisa digelar untuk hal tersebut, sekalipun holding tersebut dibatalkan. Antara lain, sebagai pemegang saham terbesar di BUMN properti plus anak perusahaannya, memertegas adanya kewajiban untuk memasok rumah subsidi dalam jumlah lebih signifikan, melalui rencana bisnis tahunan.
Seiring itu, sudah tentu sejumlah insentif atau pun stimulus, perlu diberikan kepada BUMN properti itu. Rangsangan itu bisa berupa kemudahan mengakuisisi lahan murah, subsidi kredit konstruksi, penambahan modal/ekuitas, dan lain-lain.

Adalah benar bahwa, mayoritas ‘genre’ BUMN properti adalah badan hukum PT (perseroan terbatas), yang sudah tentu tujuannya mencari laba sebaik mungkin. Tercatat, hanya Perumnas yang masih berbentuk perum (perusahaan umum).

Akan tetapi, adalah benar pula bahwa seyogianya BUMN properti tidak boleh melupakan ‘pakem’ sebagai perpanjangan tangan pemerintah Indonesia untuk melayani hak MBR, bukan?
Akhir kata, marilah kita berharap agar arah BUMN properti dalam mengatasi defisit pemilikan rumah, semakin menguat. (Dhi)
